
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR  4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN

KOMUIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN,

TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Pasal  17  Ayat  (5)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak

Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  berbunyi

“Besaran  Tunjangan  Perumahan  dan  Tunjangan

Transportasi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD

Kabupaten  /Kota  tidak  boleh  melebihi  besaran

tunjangan  perumahan  dan  tunjangan  transportasi

Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  Provinsi  “.  maka

Peraturan  Bupati  Brebes  Nomor  102  Tahun  2020

tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran

Tunjangan  Perumahan,  Transportasi,  dan  Belanja

Penunjang  Kegiatan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD

Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor

59  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  64  Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Hak

Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



c. bahwabesarantunjangantransportasiAnggota  DPRD

ProvinsiJawa  Tengah  sebesarRp.  14.400.000

(empatbelasjutaempatratusribu

rupiah)danbesarantersebutsamadengantunjangantrans

portasiAnggota  DPRD  KabupatenBrebes  yang

tertuangdalamPeraturanBupatiNomor  102  Tahun

2020;

d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksu

ddalamhuruf  a,hurufb  danhurufc,

perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPerubahanAt

asPeraturanBupatiBrebesNomor  102  Tahun  2020

tentangPedomanPemberiandanPenetapanBesaranTunja

nganPerumahan,  Transportasi,

danBelanjaPenunjangKegiatanPimpinandanAnggota

DPRD KabupatenBrebes;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor  13  Tahun  1950

tentangpembentukanDaerah-daerah  Kabupaten

dalamLingkungan  Propinsi  Djawa  Tengah(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang

Keuangan  Negara(Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah(Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  123,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5043);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011

Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

IndonesiaNomor



4389)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

UndangNomor  15  Tahun  2019

tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor12 Tahun

2011  tentangPembentukanPeraturanPerundang-

undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,

TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004 tentang

Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  90,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak  Keuangan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2019Nomor  42,



TambahanLembaran Negara Nomor 6388);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir

dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang  Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan

Daerah  Serta  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017Nomor 1067);

12. Peraturan  GubernurJawa  Tengah  Nomor  64  Tahun

2017  tentangPelaksanaanPeraturan  Daerah

ProvinsiJawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2017

tentangHakKeuangandanAdministrasiPimpinandanAng

gotaDewanPerwakilan  Rakyat  Daerah(Berita  Daerah

ProvinsiJawa  TengahTahun  2017  Nomor  64)

sebagaimanatelahdiubahbeberapa  kali

terakhirdenganPeraturan  Gubernur  Jawa  Tengah

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  64  Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Hak

Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Berita  Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 59);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun

2005  tentang  Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan

Brebes  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes  (Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah  Kabupaten  Brebes  Nomor  11  Tahun  2007



tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan

DaerahKabupatenBrebesNomor  1  Tahun  2005

tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinanda

nAnggotaDewanPerwakilan  Rakyat  Daerah

KabupatenBrebes  (Lembaran  Daerah

KabupatenBrebesTahun 2007 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun

2008  tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan

Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten  Brebes  Tahun

2008 Nomor 14A);

15. Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2017

tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanAn

ggotaDewanPerwakilan  Rakyat  Daerah

kabupatenBrebes  (Lembaran  Daerah

KabupatenBrebesTahun 2017  Nomor 7);

16. PeraturanBupatiNomor  19  Tahun  2020

tentangStandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBre

besTahun  2021  (Berita  Daerah

KabupatenBrebesTahun  2020  Nomor  19)

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiBrebe

sNomor  89  Tahun  2020

tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiBrebesNomor

19  Tahun  2020

tentangStandarSatuanHargaPemerintahKabupatenBre

besTahun  2021   (Berita  Daerah

KabupatenBrebesTahun 2020 Nomor 89);

17. Peraturan  Bupati  Nomor  102 Tahun  2020  tentang

Pedoman  Pemberian

danPenetapanBesaranTunjanganKomunikasiIntensif,

Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi

dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN  BUPATI  BREBES  NOMOR  102  TAHUN  2020

TENTANG  PEDOMAN  PEMBERIAN  DAN  PENETAPAN

BESARAN  TUNJANGAN  KOMUNIKASI  INTENSIF,

TUNJANGAN  RESES,  TUNJANGAN  PERUMAHAN,



TRANSPORTASI,  DAN  BELANJA  PENUNJANG  KEGIATAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES.

Pasal I

KetentuandalamPasal  6  ayat  (2)  huruf  C

PeraturanBupatiBrebesNomor  102  Tahun  2020

tentangPedomanPemberiandanPenetapanBesaranTunjangan

KomunikasiIntensif,  Tunjangan  Reses,

TunjanganPerumahan,  Transportasi,

danBelanjaPenunjangKegiatanPimpinandanAnggota  DPRD

KabupatenBrebes  (Berita  Daerah  KabupatenBrebesTahun

2020 Nomor 102) diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 6

(1) TunjanganTrasnportasisebagaimanadalampasal 2 huruf d

disertakandengansewakendaraanpejabateselon  II  di

lingkunganPemerintahKabupatenBrebes.

(2)  BesarnyatunjangantrasnportasiPimpinandanAnggota

DPRD, ditetapkansebesarsebagaiberikut :

a.  Ketua  DPRD  diberikanRp.  25.000.000,00

(Duapuluhlimajuta rupiah) tiapbulan;

b.  WakilKetuaDPRD  diberikanmasing-masingsebesarRp.

23.000.000,00 ( Duapuluhtigajuta rupiah) tiapbulan;

c.  Anggota  DPRD  diberikanmasing-masingsebesarRp.

14.300.000,00  (Empatbelasjutatigaratusriburupiah)

tiapbulan.

Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggalditetapkan.agar

setiap  orang  mengetahuinya,

PengundanganPeraturanBupatidenganmenetapkannyadalam

Berita Daerah KabupatenBrebes.



Ditetapkandi Brebes
Pada tanggal

Pada tanggal       : 
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI
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